SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 464 TAHUN 2024
TENTANG

PETA JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Menimbang

Mengingat

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

a.

bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Analisa
Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun
2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Peta Jabatan
di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6190) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemillhan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi  Pemilihan  Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Kriteria Tipelogi Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 783);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 497);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 541/0RT.01-
Kpt/01/KPU/VIII/2021 tentang Tipelogi Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 94 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 541/ORT.01-
Kpt/01/KPU/VIII[/2021 tentang Tipelogi Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM TENTANG PETA JABATAN DI SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
Menetapkan Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
terdiri atas:

a. Peta Jabatan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum;
b. Peta Jabatan Biro Perencanaan dan Organisasi;
c. Peta Jabatan Biro Keuangan,
d. Peta Jabatan Biro Umum;
e. Peta Jabatan Biro Sumber Daya Manusia,;
f.  Peta Jabatan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang

Milik Negara;

g. Peta Jabatan Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
Umum;

h. Peta Jabatan Biro Logistik;

1. Peta Jabatan Biro Hukum;

j.  Peta Jabatan Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

k. Peta Jabatan Inspektorat Utama;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

l.  Peta Jabatan Pusat Data dan Teknologi Informasi;

m. Peta Jabatan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber
Daya Manusia;

n. Peta Jabatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Tipe A;

o. Peta Jabatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Tipe B; dan

p. Peta Jabatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

Pengisian Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

berdasarkan ketersediaan formasi yang ditetapkan oleh

Instansi Pembina dan kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

disusun dan dimutakhirkan oleh biro yang menyelenggarakan

tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana

berkoordinasi dengan biro yang menyelenggarakan tugas dan

fungsi di bidang sumber daya manusia.

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024

tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya BERNAD DERMAWAN SUTRISNO




A. PETA JABATAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 464 TAHUN 2024

TENTANG PETA JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIS JENDERAL
INSPEKTORAT UTAMA|
I
[
[ T 1
INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT
WILAYAH 1 WILAYAH 1T ‘WILAYAH IT

BAGIAN TATA
USAHA DAN
UMUM

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

DEPUTI BIDANG DUKUNGAN TEKNIS

BAGIAN BIDANG
BAGIAN BAGIAN DESAIN SURAT
| | BAGIAN PROGRAM g:ﬁlgg]qlggol‘gmmlz | | BAGIANRUMAH | | | AD]&IAI\I(;’;ATII\;ASI PENGELOLAAN | | | SUARA, DOKUMENTASI, PEN%%?EN N | U;ED‘Z%IE%NSAN BAGIAN PENDIDIKAN | | | BIDANG DATA | | | Pﬁ’éﬂ%&”“é : | | BAGIAN KEUANGAN, BAGIAN KEUANGAN,
DAN ANGGARAN LAA TANGGA BARANG MILIK DAERAH PEMILIHAN, DAN LAA PEMILIH DAN INFORMASI . UMUM, DAN LOGISTIK UMUM, DAN LOGISTIK
KEUANGAN PEGAWAI NEGARA ALOKASI KURS! LOGISTIK INFORMASI EVALUASI, DAN
HUKUM PELAPORAN
BAGIAN BAGIAN KINERJA BAGIAN A]}I?\?g:(:l\lSI BIDANG
FASILITASI L BAGIAN BAGIAN L DAN | | BAGIAN PENGELOLAAN DOKUMENTASL | | | pENELAAHAN Blzgéﬂ&ﬁgﬁiﬁq || INFRASTRUKTUR BIDANG TEKNIS L PEﬁ?gi‘gg‘éf;fm PEﬁ?g{‘:;;g‘é‘g;fAN
ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN KEAMANAN KESEJAHTERAAN PESERTA PEMILU PEMELIHARAAN HUKUM, DAN INFORMASI PUBLIK TEKNOLOGI PELATIHAN PEMILU DAN HUKUM PEMILU DAN HUKUM
KERJA SAMA PEGAWAL LOGISTIK PENYELESAIAN INFORMASI
SENGKETA
BAGIAN
PERENCANAAN, DATA,
BAGIAN BIDANG PEMBINAAN INFORMASI,
MONITORING, BAGIAN AKUNTANS BAGIAN BAGIAN BAGIAN KAMPANYE DAN BAGIAN HUBUNGAN BIDANG APLIKASI JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN PARTISIPASI,
M EVALUASI DAN DAN PELAPORAN | (—{ PERSIDANGAN | [— PENGEMBANGAN 1 DANA KAMPANYE ANTAR LEMBAGA [ DAN TATA KELOLA| — " Lo o | PERENCANAAN, DATA, HUBUNGAN
PELAPORAN KEUANGAN DAN PROTOKOL KARIR PEGAWAI TEKNOLOGI PEMILU DAN INFORMASI MASYARAKAT, DAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
BAGIAN BAGIAN PARTISIPASI
BAGIAN BAGIAN PEMUNGUTAN, g
BAGIAN PERSURATAN ADMINISTRASI PENGHITUNGAN SUARA, BAGIAN TATA BAGIAN TATA USAHA AUBUNGAN
(- ORGANISASI DAN — — ANGGOTA KPU — t—  USAHA DAN - MASYARAKAT, DAN
TATA LAKSANA DAN TATA USAHA DAN BADAN AD DAN REKAPITULASI HASIL UMUM DAN UMUM ‘SUMBER DAYA
PIMPINAN HOC PENGHITUNGAN SUARA MANUSIA
| | SEKRETARIAT KPU SEKRETARIAT KPU
KAB/KOTA KAB/KOTA
KELOMPOK KELOMPOK JABATAN KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK JABATAN KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK JABATAN KELOMPOK KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
1 JABATAN FUNGSIONAL T JABATAN 1 JABATAN JABATAN FUNGSIONAL JABATAN | JABATAN FUNGSIONAL ] JABATAN FUNGSIONAL | FUNGSIONAL 1 FUNGSIONAL
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL




B. PETA JABATAN BIRO PEREN

AAN DAN ORGANISASI

12 12 12 12
Subbagian Sistem Subbagian Fasilitasi Administrasi S oy A s Keoi 7 A
dan P fur P 9 Ko Sanis PalamiN x 9 Subbagian ing F g 9 Subbagian Organisasi 9
L Jabatan KLs| K L‘ Jabatan KLs| K I-— Jabatan Kis| K Jabatan KLS| K
Penelaah Teknis Kebijakan 7 4 Penelaah Teknis Kebijakan 7 4 Penelaah Teknis Kebijakan T 4 Penelaah Teknis Kebijakan 7 4
Pengolah Data dan Informasi 6 2 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan 7 1 Pengolah Data dan Informasi 6 2 Pengolah Data dan Informasi 6 2
Pe lola Layanan Op 6 1 Pengolah Data dan Informasi (3 1 Pengelola Layanan Operasional 6 1 Pengelola Layanan Operasional 6 1
Pe dministrasi F 5 2 Pengelola Layanan Op I [ 1 Pengadministrasi Perkantoran 5 1
Pengadministrasi Perk 5 | 2
1 Subbagian Fasilitasi Administrasi Gubbasian Pralias: Palal K, i 9
Subbagian Penyusunan Anggaran 9 Kerja Samaluar Negeri 9 gl F 9 Subbagian Tata Laksana
I— Jabatan KLs | K L Jabatan KLs| K Jabatan KLS| K Jabatan KLS | K
Penelaah Teknis Kebijakan 7 4 Penelaah Teknis Kebijakan 7 4 Penelaah Teknis Kebijakan T 4 Penelaah Teknis Kebijakan T 4
Pengolah Data dan Informasi 6 2 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan 7 1 Pengolah Data dan Informasi 6 2 Pengolah Data dan Informasi 6 2
Pengelola Layanan Operasional 6 1 Pengolah Data dan Informasi 6 1 Pengelola Layanan Operasional 6 1 Pengelola Layanan Operasional 6 1
Pengad asi Perk 5 1
AiRbagie Pe Brogram 9 Subbagian Tata Usaha Biro Pet dan Org 9 Subbagian Pelaporan Kinerja Organisasi 9
|— Jabatan KLs| K L Jabatan KLs| K L Jabatan KLs| K
Penelaah Teknis Kebijakan 7 4 Penata Layanan Operasional 7 2 Penelaah Teknis Kebijakan 7 4
Pengolah Data dan Informasi 6 2 Pengolah Data dan Informasi 6 1 Pengolah Data dan Informasi 6 2
Pengelola Layanan Operasional 6 1 Pengelola Layanan Operasional 6 1 P lola Layanan Op 1 6 3
Pengadministrasi Perk -1 2 P dmini i F 5 2
Kelompok Jabatan Fungsional KLS | K
Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya 12
Perencana Ahli Madya 12 1
Analis Hukum Ahli Madya 11 1
Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda 10 2
Perencana Ahli Muda 10 1
Analis Hukum Ahli Muda 9 1
Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama 8 50
Perencana Ahli Pertama 8 1
Keterangan Analis Hukum Ahli Pert
KLS : Kelas Jabatan e = 2.2
K : Kebutuhan Pegawai Pranata Komputer Ahli Pertama 8 5
Arsiparis Ahli Pertama 8 1
Arsiparis Terampil [ 3
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Eselon |

Eselon 11

Eselon 111

Eselon IV
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Fungsional

Total 1

-

1

Kelompok Jabatan Fungsional

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya

Jabatan

dan Penatausahaan Piutang

Wilayah 1

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi

Pengolah Data dan Informasi

Keterangan
KLS : Kelas Jabatan
K : Kebutuhan Pegawai

Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi

Pengelola Layanan Operasional

Pranata Keuangan APBN Penyelia

Jabatan

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

Pengolah Data dan Informasi

Pranata Komputer Ahli Pertama

Subbagian Bimbingan Perbendaharaan

Pengelola Layanan Operasional Arsiparis Ahli Pertama 8
Pranata Keu; APBN Mahir 8
Subbagian Ak i dan Pelap i
Wilayah I1

4

Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi

Pranata Keuangan APBN Terampil

L

Jabatan

Arsiparis Terampil

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi

Pengelola Layanan Operasional

Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Wilayah 11T

Jabatan

Penata Layanan Operasional

Pengolah Data dan Informasi

Pengelola Layanan Operasional

Pengadministrasi Perkantoran

l_.

Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi

P lola Lay op forat

Pengadministrasi Perkantoran




1 |Eselon 1 0
2 |Eselon Il 1
3 |Eselon ill 4
4 [Eselonv | 13
5 |Pelaksana | 449
6 163

- Bubbegian Baruc e O e o Biibbagen Porssmngan [+ ] H Subbagian Persuratan dan Arsip [ o]
L Jabatan kis| Jabatan Ks| K ]-4 . ks | K 4 Jabatan ms| K
Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 Penata Layanan Operasional 7 2 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2
Penata Layanan Operasional 7 2 Pengolah Data dan Informasi 6 3 Penata Layanan Operasional 7 6 Penata Layanan Operasional 7 s
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 1 Fengelola Layanan Operasional 6 10 Pengolah Data dan Informasi & 3 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 3
[Teknisi Sarana dan Prasarana 7 2 Operator Layanan Operasional s | %0 Pengelola Layanan Operasional 6 3 Pengolah Data dan Informasi 6 2
Pengolah Data dan Informasi & 2 Pengadministrasi Perkantoran B 10 Pengadministrasi Perkantoran 5 10 Pengelola Layanan Operasional 6 4
Pengadmimstrasi Perkantoran s 4 Pengelola Umum Operasional 3 2 Operator Layanan Operasional 5 30 Operator Layanan Operasional 5 5
Operator Layanan Operasional s s Pengelola Umum Operasional 3 2 Pengadministrasi Perkantoran 5 5
Pengelola Umum Operasional 3 2 Pengelola Umum Operasional 3 2
Ny K e s | H g ok ] =
Penelash Teknis Kebijakan 7 2 Penata Layanan Operasional 7 3 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 Penata Layanan Operasional 7 14
Penata Layanan Operasional 7 4 Pengolah Data dan Informasi & 2 Penata Keprotokolan 7 15 [Pengolah Data dan Informasi 6 7
Taknisi Sarana dan Prasarana 7 4 Pengelola Layanan Operasional 3 10 Pengolah Data dan Informasi 6 2 Operator Layanan Operasional s s
Penata Kelola Layanan Kesehatan 7 3 Operator Layanan Operasional s 30 Pengelola Keprotokolan 6 8 | Pengadministrasi Perkantoran 5 7
Pengelola Layanan Operasional & 5 Pengadministrasi Perkantoran 5 10 Operator Layanan Operasional 5 5 | Pengelola Umum Operasional a 2
Pengolah Data dan Informasi & 1 Pengelola Umum Operasional 3 2 Fengadministrasi Perkantoran s 5
Pengelola Layanan Kesehatan 6 4 Pengelola Umum Operasional 3 2
Pengadminstras: Perkantoran 5 s
Operator Layanan Operasional s 10
(Operator Layanan Kesshatan s 5
Pengelola Umum Operasional 3 5
Subbagian A i Faejaeney e 9 Kelompok Jabatan Pungsional Ks| x —{ Subbagian Tata Usaha Biro Umum ] 9 | ey JT'T U"“'I o
Dolcter Umum Ahli Madya 12 L
Jabatan KLS K Jabatan KLS K Jabatan KLS K
Penalaah Teknis Kebijakan 7 1 Doldter Qigl Al Madyn Lo Penata Layanan Operasional 7 2 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2
Penata Layanan Operasional 7 1 Arsiparis Ahli Madya 11 3 Pengolah Data dan Informasi 6 1 Penata Layanan Operasional 7 5
Pengolah Data dan Informasi 6 1 Dolkter Umum Ahli Pertama 9 1 Operator Layanan Operasional 5 10 Pengolah Data dan Informasi 6 2
Pengslola Layanan Operasional 6 5 Arsiparis Ahli Muda 9 6 Pengadministrasi Perkantoran 5 5 Pengelola Layanan Operasional 6 2
Pengadministras: Perkantoran s 5 Apoteker Ahli Muda 9 1 |Pengelola Umum Operasional 3 2 Operator Layanan Operasional 5 5
Operator Layanan Operasional 5 20 Arsiparis Ahli Pertama 8 6 Pengadministrasi Perkantoran 5 5
Pengelola Umum Operasional 3 5 Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama s | 100 Pengelola Umum Operasional 3 2
Apoteker Ahli Pertama 8 1
Bidan Ahli Pertama 8 o - 9
Perawat Ahli Pertama 8 2
Jabatan KLS K
Perawat Gigi Ahli Pertama 8 2 Penata Layanan Operasional t 4 2
Pranata Komputer Ahli Pertama 8 15 Pengolah Data dan Informasi 6 2
Arsiparis Mahir 7 4 Operator Layanan Operasional 5 s
Arsiparis Terampil 6 10 Pengadministrasi Perkantoran s s
Perawat Terampil 6 3 Pengelola Umum Operasional 3 2
slubbmn‘fnnUuhn 9
ti Bi Dulku Teknis
Jabatan Ks| K
Penata Layanan Operasional 7 2
. P i e N
K : Kebutuhan Pegawai Operator Layanan Operasional s 5
Pengadministrasi Perkantoran 5 5
Pengelola Umum Operasional 3 2




E. PETA JABATAN BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

_[

K
KLS : Kelas Jabatan

Arsiparis Ahli Pertama

Arsiparis Terampil

—‘ Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai | 9 | —| Subbagian Penilaian Kinerja Pegawai l 9 -—' ginn Peenchian K] Pamesl g Kasier l 9 —1 Summwmmmmm 9‘
L Jnbatan Ks | K Jabatan Kis | K 4 Jabatan Ks| K ¥ Jnbatan ks | K
Penelanh Teknis Kebijakan 7 4 Penelaah Teknis Kebijakan 7 4 Penelaah Teknis Kebijakan 7 a Penelaah Teknis Kebijakan 7 5
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 |1 Penata Kelola Sistem dan Teknolog Informasi - I Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi il Ul Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7| 8
Pengolah Data dan Informasi 6 1 Pengolah Data dan Informasi 6 1 Pengolah Data dan Informasi 6 1 Pengolah Data dan Informasi 6 3
Pengelola Layanan Operasional 6 1 Pengelola Layanan Operasional 6 1 Pengelola Layanan Operasional 6 1 Pengelola Layanan Operasional 6 1
5 1 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 Pengadministrasi Perkantoran 5 1
Subbagian Mutasi dan Pensiun 9 J _—l Subbagian Penegakan Disiplin Pegawai | 9 —’ Subbagian P dan P b x..-i...ml 9 —1 S“W"Mm‘““::‘ﬁmmmmml 9
l— Jabatan Ks | K Jabatan Ks| K Jabatan K8 | K [— Jabatan Ks| K
Penelaah Teknis Kebijakan 7| 4 Penelaah Teknis Kebijakan 7| 4 Penelaah Teknis Kebijakan 7|8 Penelaah Teknis Kebijakan 7| s
Penata Kelola Sistemn dan Teknologi Informasi 7 1 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 1 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 1 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 3
Pengolah Data dan Informasi & 1 Konselor SDM 7 2 Pengolah Data dan Informasi 3 1 Pengolah Data dan Informasi 6 3
Pengadministrasi Perkantoran 5 1 Pengolah Data dan Informasi 6 1 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 Pengelola Layanan Operasional 6 1
Pengadministras: Perkantoran 5 1
Subbagian Pengelolaan Data Pegawai 9‘ —tﬂ bbagian Penghargaan dan | Phpm'l 9 —' Subbagian Tata Usaha Biro Sumber Daya Manusia I 9 —‘ ; u'-md:nammtmgﬁ I 9[
I— Jabatan KLs | K Jabatan KLs | K L Jabatan Ks| K L Jabatan KLs | K
Penelaah Teknis Kebijakan | a Penclaah Teknis Kebijakan 7| 4 Penata Layanan Operasional 7| 4 Penelaah Teknis Kebijakan 7| 4
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi r| 2 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 | Pengolah Data dan Informasi 6 | 1 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7| 4
Pengolah Data dan Informasi 6 | 4 Pengolah Data dan Informasi 6 | 1 Pengelola Layanan Operasional 6 |1 Pengolah Data dan Informasi 6 | 3
Pengelola Layanan Operasional 6 | 1 Pengadministrasi Perkantoran 5 | 1 Pengadministrasi Perkantaran 5| 2 Pengelola Layanan Operasional 6 | 1
Pengadministrasi Perkantoran 5 2 |Pengadministrasi Perkantoran 5 1
Jabatan KLs [ K
Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya 12 2
Analis SDM Aparatur Ahli Madya 12 L]
| Asesor SDM Aparatur Ahli Madya 12 4
| Analis SDM Aparatur Ahli Muda 10 L]
| Asesor SDM Aparatur Ahli Muda 10 9
Penata Kelola Pemilihan Umum Ahl Muda 10 2
Pranata Komputer Ahli Muda (] 1
Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 8 L]
Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama 8 40
Pranata Komputer Ahli Pertama 8 L]
%h-n |Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama s |15



F. PETA JABATAN BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN BARANG MILIK NEGARA

1 |Eselon I 0
2 |Eselon II 1
3 |Eselon III 1
4 |Eselon IV 4
5 |Pelaksana 65
6 |Fungsional 72
Total 143

BIRO PENGADAAN BARANG /JASA DAN BARANG MIIJKNEGARA

[

12
Subbagian ngelol?.an Barang Milik Negara 9 Subbagian Tata Usaha Biro Pengadmn Barang/Jasa dan 9
Wilayah 1 Barang Milik Negara
I— Jabatan KLS K L Jabatan KLs | K
Penelaah Teknis Kebijakan 7 6 Penelaah Teknis Kebijakan 7 4
Pengolah Data dan Informasi 6 4 Penata Layanan Operasional 7 4
Pengelola Layanan Operasional 6 Pengolah Data dan Informasi 6 4
Pengadministrasi Perkantoran 5 2 Pengelola Layanan Pengadaan 6 10
Pengadministrasi Perkantoran 5 2
Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara 9 Operator Layanan Operasional 5 2
Wilayah 11
Jabatan KLS K Kelompok Jab Fungsional KLsS| K
Penelaah Teknis Kebijakan 7 6 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya 12 6
Pengolah Data dan Informasi 6 4 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda 10 10
Pengelola Layanan Operasional 6 1 Pranata Komputer Ahli Muda 9 1
Pengadministrasi Perkantoran 5 2 Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama 8 40
Pranata Komputer Ahli Pertama 8 3
Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara o Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama 8 10
Wilayah I11 Arsiparis Ahli Pertama 8 1
L Arsiparis Terampil 6 1
Jabatan KLS K
Penelaah Teknis Kebijakan 6
Pengolah Data dan Informasi 4

Pengelola Layanan Operasional

—

||~

Pengadministrasi Perkantoran

Keterangan
KLS : Kelas Jabatan
K  : Kebutuhan Pegawai




G. PETA JABATAN BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU

1 on 0
2 |Eselonll 1
3 |[Eselon 11l 4
4 |Eselon IV 11
5 |Pelaksana 154
6 |Fungsional 91
Total 261

15

12 12
Subbagian Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
—— Subbagian Desain Surat Suara dan Dokumentasi 9 Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 9
Penggantian Antarwaktu
I— Jabatan KLs | K I— Jabatan KLs | K
Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 Penelaah Teknis Kebijakan 7 6
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 4 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi [
Pengolah Data dan Informasi 6 2 Pengolah Data dan Informasi 6 3
Subbagian Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,
|| Subbagian Dacrah Pemilihan dan Alokasi Kursi 9 Dewan Perwaldlan Daceali; danPenggantian 9
Antarwaktu
Dewan Perwakilan Daerah
L Jabatan KLs | K L Jabatan KLs | K
Penelaah Teknis Kebijakan 7 4 Penelaah Teknis Kebijakan % 6
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 4 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi T 6
Pengolah Data dan Informasi 6 2 Pengolah Data dan Informasi 6 3
Pengelola Layanan Operasional 6 1
Subbagian Tata Usaha Biro Eekms Penyelenggaraan 9 Siibbagian Partal Politik Peserta Pemilu 9
I— Jabatan KLS [ K |— Jabatan KLs | K
Penata Layanan Operasional 7 4 Penelaah Teknis Kebijakan e 6
Pengolah Data dan Informasi 6 4 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi b 6
Pengelola Layanan Operasional 6 1 Pengolah Data dan Informasi 6 3
Py dmini. i Perk 5 2 Pengadministrasi Perkantoran 5 2

Keterangan
KLS : Kelas Jabatan
K  : Kebutuhan Pegawai

12 12
Subbagian Kampanye 9 Subbagian Pemungutan dan Penghitungan Suara 9
Jabatan KLs | K L Jabatan KLS | K
Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 Penelaah Teknis Kebijakan 7 6
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 4 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 6
Pengolah Data dan Informasi 6 2 Pengolah Data dan Informasi 6 3
Pengelola Layanan Operasional 6 1 Pengelola Layanan Operasional 6 1
Pengadministrasi Perkantoran 5 2 Pengadministrasi Perkantoran 5 2
Subbagian Dana Kamp 9 S ihbagian Relapdoalas Hasl Panghis Shard 5
Jabatan KLs | K ]— Jabatan KLs | K
Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 Penelaah Teknis Kebijakan 7 '3
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 6 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 6
Pengolah Data dan Informasi 6 2 Pengolah Data dan Informasi 6 6
Pengelola Layanan Operasional 6 1
Kelompok Jabatan Fungsional KLS | K Subbagian Penetapan Hasil Pemilu dan Calon Terpilih| 9
Penata Kelola Pemilu Ahli Madya 12 | 10 L
Jabatan KLs | K
Penata Kelola Pemilu Ahli Muda 10 20 Penelash Teknis Kebij 7 6
Pranata Komputer Ahli Muda 9 1 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 6
Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama 8 50 Pengolah Data dan Informasi 6 6
Pranata Komputer Ahli Pertama 8 5 Pengelola Layanan Operasional 6 1
Arsiparis Ahli Pertama 8 1
Arsiparis Terampil 6 1
Statistisi Terampil 6 3




H. PETA JABATAN BIRO LOGISTIK

1 |Eselonl 0
2 |Eselon Il 1
3 |Eselon 1l 2
4 |Eselon IV 6
5 |Pelaksana 63
6 |Fungsional 79
Total 151

Subbagian Perencanaan Kebutuhan Logistik

Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi

Pengelola Layanan Operasional

Subbagian Produksi dan Distribusi Logistik

Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Pengolah Data dan Informasi

Subbagian Monitoring dan Evaluasi Logistik

Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi

Keterangan
KLS : Kelas Jabatan

K  :Kebutuhan Pegawai

: I b
19 Kelompok Jabatan Fungsional KLS K
Penata Kelola Pemilu Ahli Utama 13 1
Penata Kelola Pemilu Ahli Madya 12 4
N 0 . Penata Kelola Pemilu Ahli Muda 10 10
Subbagian Dokumentasi Logistik 9
Pranata Komputer Ahli Muda 9 1
Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama 8 50
Jabatan KLS K Pranata Komputer Ahli Pertama 8 8
Penelaah Teknis Kebijakan T 6 Arsiparis Ahli Pertama 8 1
Pengolah Data dan Informasi 6 3 Statistisi Terampil 6 1
Arsiparis Terampil 6 3
Subbagian Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik 9
Jabatan KLS K
Penelaah Teknis Kebijakan 7
Pengolah Data dan Informasi 6 6
Pengelola Layanan Operasional 6 1
Subbagian Tata Usaha Biro Logistik 9
Jabatan KLS K
Penata Layanan Operasional 7 2
Pengolah Data dan Informasi 6 1
Pengelola Layanan Operasional 6 1
Pengadministrasi Perkantoran 5 2




1. PETA JABATAN BIRO HUKUM

i e e

1 0
2 |Eselonll 1
3 |Eselon III 2
4 |Eselon IV 3
5 |Pelaksana 62
6 |Fungsional 92
Total 160
Kelompok Jabatan Fungsional KLS K
12
Penata Kelola Pemilu Ahli Utama 13 1
Perancang Peraturan Perundangan Ahli 13 3
Mad:
Subbagian Tata Usaha Biro Hukum 9 Subbagian Advokasi dan Penelaahan Hukum 9 i
Penata Kelola Pemilu Ahli Madya 12 5
|— Jabatan K [— Jabatan K Penyuluh Hukum Ahli Madya 11 2
Penelaah Teknis Kebijakan S Penelaah Teknis Kebijakan 5 Analis Hukum Ahli Madya 11 4
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan 10 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan 5 Penata Kelola Pemilu Ahli Muda 10 8
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 2 Pengolah Data dan Informasi 4 PMCL\::ECMS Peraturan Perundangan Ahli 10 3
Pengolah Data dan Informasi 4 Pengelola Layanan Operasional 2 Arsiparis Ahli Muda 9 1
Dokumentalis Hukum 4 Pengadministrasi Perkantoran 2 Penyuluh Hukum Ahli Muda 9 5
Pengelola Layanan Operasional 2 Analis Hukum Ahli Muda 9 6
- . Perancang Peraturan Perundangan Ahli
Pengadministrasi Perkantoran 3 Pe a 9 3
Subbagian Penyelesaian Sengketa 9
Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama 8 40
]— Jabatan K Analis Hukum Ahli Pertama 8 2
Penelaah Teknis Kebijakan S Pranata Komputer Ahli Pertama 8 5
Keterangan
KLS : Kelas Jabatan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan 5 Arsiparis Ahli Pertama 8 2
K : Kebutuhan Pegawai
Pengolah Data dan Informasi 4 Arsiparis Terampil 6 2




J. PETA JABATAN BIRO PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BIRO PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

15

1 |[Eselonl 0
2 |Eselon Il 1
3 |Eselon II 3
4 |Eselon IV 6
5 |Pelaksana 84
6 |Fungsional 85
Total 179
12
Subbagian Pelaksanaan Sosialisasi 9
dan Pendidikan Pemilih Secara Langsung
I— Jabatan KLS | K
Penelaah Teknis Kebijakan 7
Penata Layanan Operasional 7 2
Pengolah Data dan Informasi 6 2
Pengelola Layanan Operasional 6 2
Subbagian Pelaksanaan Sosialisasi 9
dan Pendidikan Pemilih Melalui Media
I— Jabatan KLS K
Penelaah Teknis Kebijakan 7 6
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 2
Pengolah Data dan Informasi 6 2
Subbagian Tata Penyiapan 9
dan Pengelolaan Materi Pendidikan Pemilih
’— Jabatan KLS K
Penelaah Teknis Kebijakan 7 6
Pengolah Data dan Informasi 6 2
Pengelola Layanan Operasional 6 2
Pengadministrasi Perkantoran 5 2

Keterangan
KLS : Kelas Jabatan
K : Kebutuhan

12
Jabatan KLS K
Penelaah Teknis Kebijakan 7 5
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi b § 4
Penata Layanan Operasional 7 4
Pengolah Data dan Informasi 6 4
Pengelola Layanan Operasional 6 8
Kelompok Jabatan Fungsional KL8 | K
Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya 12 3
Pranata Humas Ahli Madya 11 3
Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda 10 5
Pranata Humas Ahli Muda 9 5
Arsiparis Ahli Muda 9 1
Pranata Komputer Ahli Muda 9 1
Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama 8 50
Pranata Humas Ahli Pertama 8 5
Pustakawan Ahli Pertama 8 3
Pranata Komputer Ahli Pertama 8 5
Arsiparis Ahli Pertama 8 1
Arsiparis Terampil 6 3

12
Subbagian Hubungan Antar Lembaga Pemerintah 9
’— Jabatan KLS K
Penelaah Teknis Kebijakan 7 6
Pengolah Data dan Informasi 6 2
Pengelola Layanan Operasional 6 2
Pengadministrasi Perkantoran 5 2
Subbagian Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah dan 9
Lembaga Kemasyarakatan
|—- Jabatan KLS K
Penelaah Teknis Kebijakan 7 6
Pengolah Data dan Informasi 6 2
Subbagian Tata Usaha Biro Partisipasi 9
dan Hubungan Masyarakat
T— Jabatan KLS K
Penata Layanan Operasional 7 2
Pengolah Data dan Informasi 6 1
Pengadministrasi Perkantoran 5 2




K. PETA JABATAN INSPEKTORAT

Keterangan
KLS : Kelas Jabatan
K  :Kebutuhan Pegawai

1 |Eselon 1 1
2 |Eselon Il 3
3 |Eselon Il 1
4 |Eselon IV 3
5 |Pelaksana 45
6 |Fungsional 194
Total 247
INSPEKTORAT UTAMA 16
[
[
[ | .
INSPEKTORAT WILAYAH 1 15 INSPEKTORAT WILAYAH 11 15 INSPEKTORAT WILAYAH III 15
Jabatan Fungsional KLS K Jabatan Fungsional KLS K Jabatan Fungsional KLS K
Auditor Ahli Utama 14 1 Auditor Ahli Utama 14 2 Auditor Ahli Utama 14 2
—l Subbagian Perencanaan dan Umum
Auditor Ahli Madya 12 4 Auditor Ahli Madya 12 4 Auditor Ahli Madya 12 4
Auditor Ahli Muda 10 10 Auditor Ahli Muda 10 10 Auditor Ahli Muda 10 10 l—' Jabatan KLS
Auditor Penyelia 9 4 Auditor Penyelia 9 4 Auditor Penyelia 9 4 Penelaah Teknis Kebijakan F
Auditor Ahli Pertama 8 20 Auditor Ahli Pertama 8 20 Auditor Ahli Pertama 8 20 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi T
Arsiparis Ahli Pertama 8 1 Arsiparis Ahli Pertama 8 1 Arsiparis Ahli Pertama 8 1 Penata Layanan Operasional 7
Auditor Mahir 7 4 Auditor Mahir 7 4 Auditor Mahir 7 4 Pengolah Data dan Informasi 6
Auditor Terampil 6 20 Auditor Terampil 6 20 Auditor Terampil 6 20 Pengelola Layanan Operasional 6
Pengadministrasi Perkantoran 5

Subbagian Fasilitasi Administrasi JF Auditor

I_. Jabatan KLS
Penelaah Teknis Kebijakan 7
Penata Layanan Operasional r )
Pengolah Data dan Informasi 6
Pengelola Layanan Operasional 6
Pengadministrasi Perkantoran 5
Subbagian Evaluasi dan Informasi Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan

|_ Jabatan KLS
Penelaah Teknis Kebijakan 7
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7
Penata Layanan Operasional 7
Pengolah Data dan Informasi 6
Pengelola Lay Op ional 6
Pengadministrasi Perkantoran 5




L. PETA JABATAN PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

1 |Eselonl 0
2 |Eselon Il 1
3 |Eselon III 4
4 |Eselon IV 0
5 |Pelaksana 56
6 |Fungsional 71
Total 132
15
12 12 12 12
Jabatan K Jabatan KLS | K Jabatan KLS [ K Jabatan KLS | K
Penelaah Teknis Kebijakan 6 Penelaah Teknis Kebijakan 7 6 Penelaah Teknis Kebijakan 7 6 Penata Layanan Operasional 7 4
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 2 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 2 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 2 Pengolah Data dan Informasi 6 4
Pengolah Data dan Informasi 4 Pengolah Data dan Informasi 6 4 Pengolah Data dan Informasi 6 4 Pengelola Layanan Operasional 6 6
Operator Layanan Operasional S 3
Pengadministrasi Perkantoran 5 3
Kelompok Jabatan Fungsional KLS K
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli 12 1
Madya
Pranata Komputer Ahli Madya 11 3
Pranata Komputer Ahli Muda 9 9
Pranata Komputer Ahli Pertama 8 10
Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama 8 40
Arsiparis Ahli Pertama 8 1
Pranata Komputer Penyelia 8 2
Keterangan P
KLS : Kelas Jabatan Pranata Komputer Terampil 6 2
K  : Kebutuhan Pegawai
Arsiparis Terampil 6 3




Keterangan
KLS : Kelas Jabatan
K  :Kebutuhan Pegawai

M. PETA JABATAN PUSAT PENGEMBANGAN K PETENSI MBER DAYA MANUSIA
2 [Eselon I 1
3 |Eselon Il 4
4 |Eselon IV 0
5 53
6 81
Total 139
' PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 15
[
12 12 12 12
Jabatan KLs | K Jabatan KLS | K Jabatan K Jabatan KLS K
Penelaah Teknis Kebijakan T 6 Penelaah Teknis Kebijakan T 6 Penelaah Teknis Kebijakan 6 Penata Layanan Operasional 7 4
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi T 2 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi T 2 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 2 Pengolah Data dan Infc 6 4
Pengolah Data dan Infc 6 4 Pengolah Data dan Informasi 6 4 Pengolah Data dan Informasi 4 P Lay Op ional 6 3
Operator Layanan Operasional 5 3
Pe dministrasi Perk 5 3
Kelompok Jab Fu KLS| K
Penata Kelola Pemilu Ahli Utama 13 1
Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya 12 4
Analis SDM Aparatur Ahli Madya 12 2
Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda 10 4
Analis SDM Aparatur Ahli Muda 10 4
Penerjemah Ahli Muda 9 3
Pranata Komputer Ahli Muda 9 1
Penerjemah Ahli Pertama 8 2
Arsiparis Ahli Pertama 8 3
Perencana Ahli Pertama 8 1
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama 8 2
Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama 8 40
Pranata Komputer Ahli Pertama 8 5
Pranata Keuangan APBN Terampil 7 2
Pranata SDM Aparatur Terampil 6 2
Arsiparis Terampil 6 5




N. PETA JABATAN PROVINSI A

_|

Penelaah Teknis Kebyjakan

Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi

Pengolah Data dan Informasi

Pengelola Layanan Pengadaan

Operator Layanan Operasional

Pengadministrasi Perkantoran

Pengelola Umum Operasional

Keterangan
KLS : Kelas Jabatan
K : Kebutuhan Pegawai

Penelaah Teknis Kebijakan

Arsiparis Ahli Pertama

Penyusun Materi Hukum dan Perundang-

un

Analis SDM Aparatur Ahli
Pertama

Pengolah Data dan Informasi

Analis Hukum Ahli Pertama

Analis Pengelolaan Keuangan
Pengelola Layanan Operasional APBN Ahli P 8 1
Operator Layanan Operasional WEJWP B 1

Penata Kelola Pemilu Ahli Madya | 12 | 2
" g Subbagian Partisipasi
9 9
Subbagian Keuangan —Fubb:dm Teknis Penyelenggaraan Pemilu I rem o = . -—| Subbagian Perencanaan —-I Hub N aayaia) 9
I — I o S ———— L et P T
K J is SDM Aparatur Ahli M, 12 |1 K Jabat K
Penelaah Teknis Kebijakan 2 Penelaah Teknis Kebijakan Penata Kelola Pemilu Ahli Muda 10 3 Penelaah Teknis Kebyjakan 3 Penelaah Teknis Kebijakan 2
Pengolah Data dan Informasi 2 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi APBN Ahli Muda 10 2 Pengolah Data dan Informasi 2 Pengolah Data dan Informasi 2
Pengelola Layanan Operasional 1 Pengolah Data dan Informasi Analis SDM Aparatur Ahli Muda | 10 1 Pengelola Layanan Operasional 1 Pengelola Layanan Operasional 2
Operator Layanan Operasional 2 Pengelola Layanan Operasional Analis Hukum Ahli Muda 9 |1 Operator Layanan Operasional 2 Operator Layanan Operasional 2
Pengadministrasi Perkantoran 2 ‘Operator Layanan Operasional ];qﬂﬁmur Estangin APBN 9 1 Pengadministrasi Perkantoran 2 Pengadministrasi Perkantoran 2
Pengadministrasi Perkantoran Arsiparis Ahli Muda 9 1
Pranata Komputer Ahli Muda 9 1
Subbagian Umum dan Logistik 9 —{ Subbagian Hukum DA ERei PR 8 |25 —i Subbagian Data dan Inf 9 —1 Subbagian Sumber Daya M 9
|_ Jab K I_ Jak Pranata Komputer Ahli Pertama 8 5 |_ Jabat K L Jat K

Penelaah Teknis Kebijakan

Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Pengolah Data dan Informasi

Pengolah Data dan Informasi 3 Operator Layanan Operasional 2
Pengelola Layanan Operasional 1 Pengadministrasi Perkantoran 2
‘Operator Layanan Operasional 2

Pengadministrasi Perkantoran

Pranata Keuangan APBN Mahir

Pranata Komputer Penyelia

Arsiparis Mahir

Arsiparis Terampil

Pranata Komputer Terampil

Pranata Keuangan APBN

Terampil

Pengadministras: Perkantoran




O. PETA JABATAN PROVINSI B

79
Tis]

Keterangan
KLS : Kelas Jabatan
K  :Kebutuhan

12
= Subbagian Keuangan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi 9 Kelompok Jabatan Fungsional KLS| K
Penata Kelola Pemilu Ahli Madya 12 2
Jabatan KLS Jabatan KLS - Jabatan KLS | K Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya 12 1
Penelaah Teknis Kebijakan 7 Penelaah Teknis Kebijakan 7 Penelaah Teknis Kebijakan 7 3 Analis SDM Aparatur Ahli Madya 12 1
Pengolah Data dan Informasi 6 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 mfl mﬂ:ﬂ':f""“ Sistem dan Teknologi 7 | 2 Penata Kelola Pemilu Ahli Muda 10| 3
Pengelola Layanan Operasional 6 Pengolah Data dan Informasi 6 Pengolah Data dan Informasi 6 3 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 10 2
Operator Layanan Operasional 5 Pengelola Layanan Operasional 6 Pengelola Layanan Operasional 6 1 Analis SDM Aparatur Ahli Muda 10 1
Pengadministrasi Perkantoran 5 Operator Layanan Operasional 5 Operator Layanan Operasional 5 2 Analis Hukum Ahli Muda 9 1
Pe: dministrasi Perk 1 5 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 Pranata Keuangan APBN Penyelia Q9 1
Arsiparis Ahli Muda 9 1
. bt ' Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat )
L] 4 5 9
Subbagian Umum dan Logistik Subbagian Hukum Han Somber Daya Mantsia Pranata Komputer Ahli Muda 9 1
L L Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama 8 25
Jabatan KLS Jabatan KLS Jabatan KIS | K Pranata Komputer Ahli Pertama 8 5
Penelaah Teknis Kebijakan 7 Penelaah Teknis Kebijakan 7 Penelaah Teknis Kebijakan 7 3 Arsiparis Ahli Pertama 8 1
Penata KFlola Sistem dan Teknologi - Penyusun Materi Hukum dan Perundang- . Pengolah Data dan Info 5 6 a is SDM Aparatur Ahli g 1
Informasi undangan " Analis Pertama
Pengolah Data dan Informasi 6 Pengolah Data dan Informasi 6 Pengelola Layanan Operasional 6 2 Analis Hukum Ahli Pertama 8 1
Pengelola Layanan Pengad 6 Pengelola Layanan Operasional 6 Operator Layanan Operasional 5 2 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 8 1
Pengadministrasi Perkantoran 5 Operator Layanan Operasional 5 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8 1
Operator Layanan Operasional 5 Pengadministrasi Perkantoran 5 Pranata Keuangan APBN Mahir 8 2
Pengelola Umum Op ional 3 Pranata Komputer Penyelia 8 1
Arsiparis Mahir 7 1
Arsiparis Terampil 6 3
Pranata Komputer Terampil 6 1

Pranata Keuangan APBN Terampil




P. J. TAN UPATEN/KOTA

53

[ I 1 1
| Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik| 9 Sblegion T@‘:ﬂpﬁmm = - Sublisgian Pecencansan, Deiden itcomast| 9 u;m amgﬂm.. 9
Penelaah Teknis Kebijakan 4 2 Penelaah Teknis Kebii 7 2 Analis Pengelolaan nnm APBN Ahli Muda 10| 2 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 Penelaah Teknis Kebijakan T 2
mﬂmmm.rm 7 2 ml:ehhmdm'ﬁhmhd 7 1 Analis SDM Aparatur Ahli Muda 10 1 m.:dd-hm‘.nTmM 7 1 |Pengolah Data dan Informasi 6 1
Pengolah Data: dan Informasi 6| 1 mz‘:'_""l‘_f"‘m,’:‘nm“" 7] 2 Analis Hukum Ahli Muda 9 | 1 Pengolah Data dan Informasi 6| 2 Pengelola Layanan Operasional 6| 3
Pengelola Layanan Pengadaan 6 1 Pengolah Data dan Informasi 6 1 Pranata Keuangan APBN Penyelia 9 1 Pengelola Layanan Operasional 6 3 Operator Layanan Operasional 5 2
P Lay Operasional 6 3 Op Lay Operasional 5 3 Arsiparis Muda 9 1 Pe inistrasi Perk 5 3 P inistrasi Perk 5 3
Pengadministrasi Perkantoran 5 4 Pengadmini: i Perk 5 3 Pranata Komputer Ahli Muda 9 1
Operator Layanan Operasional 5 6 Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama 8 15
Pengelola Umum Operasional 3 6 Pranata Komputer Ahli Pertama 8 5
Analis Hukum Ahli Pertama 8 1
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 8 1
Pranata Keuangan APBN Mahir 8 2
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8 | 1
Arsiparis Penyelia 8 1
Pranata Komputer Penyelia 8 1
Pranata Komputer Mahir 7 1
Arsiparis Mahir 7 1
Arsiparis Terampil 6 3
Pranata Keuangan APBN Terampil 6 2
Pranata Komputer Terampil 6 | 1
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO




